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BUPATI ROKAN HULU g

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR A83 TAHUN 2011
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULL)

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk pemerataan dan perluasaan akses o
pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan
mendukung Rasio SMA : SMK = 33 : 67 di Tahun
dipandang perlu meningkatkan jumlah Unit Sekolan
Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorando .
Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sokol
Menengah Kejuruan dengan Bupati Rokan Hulu o
1455h/C3.4/KEP/KU/2011 Tahun 201 ten
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kepern |
serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala &
Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Koo
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikai
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sokol
Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sokokih
Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan Nomor 14060
4/Kep/KU/2011 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembai
Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan. dipanaan
layak untuk mendirikan SMK Negeri 2 Kepenuhan

¢. bahwa Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 2 Kepeiul
telah dilakukan oleh Tim Pendiri pada Tahun Palajmi
2011/2012 dan Kegiatan Belajar Mengajar telah b
dengan baik;

d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a.b .
di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan
tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negoo
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun v
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabu,
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten i
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Koo
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Repuhl
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Len
Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana 1/
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang urdi
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentu
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indore: -
Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran  Negara Reput 1,
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembuy .
Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tenta -
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Ropuwkn?nd‘z::m
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanqar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 |

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoy
4389);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repui
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telaf
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentano
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;-
Nomor 4844);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 200-
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahur
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lemba:-
Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar-;,
Negara Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahur,
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara  ,Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1ap
T;%l;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 ;

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupateanota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 17 Tahy
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikz
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomoy
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peratyr--
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahyn 201¢
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahar;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar |sj: '

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan:

"Peraturan Menteri Pendidikan Nasjonal Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeloaan
Pendidikan:
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2007 tentang  Standar Penilaian
Pendidikan,
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